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BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1  Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek , penulis memperoleh banyak pengetahuan  tentang dunia kerja, penulis dalam pelaksanaan kerja praktek di PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya ditempatkan pada bagian HRD yang menagani urusan tentang karyawan, dan pelaksanaan kuliah kerja praktek ini di bimbing oleh Bapak H Unang.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilakukan oleh penulis pada PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya di tempatkan dibagian HRD, 

Adapun jenis kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktek pada PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya adalah:

1. Perkenalan dengan para karyawan di PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya.

2. Mendengarkan pengarahan dari pembimbing Bapak H Unang mengenai tata cara pelakasanaan kerja praktek.

3. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan data karyawan di bagian HRD.yaitu dengan mendengarkan petugas-petugas yang sedang bekerja.

4. Memasukkan data karyawan kedalam komputer. 

5. Mengetik dan menduplikat dokumen-dokumen (fotocopy).
3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Peraktek
Selama saya melaksanakan kerja peraktek di perusahaan Seamless Pipe Indonesia Jaya (SPIJ) saya jadi mempunyai pengalaman kerja di suatu perusahaan, sehingga jika saya bekerja atau di terima kerja disuatu perusahaan saya sudah memiliki suatu pengalaman bekerja
Selama melakukan kerja peraktek di Seamless Pipe Indonesia Jaya saya di tempatkan di bagian HRD (Human Resource Development), saya senang sudah melakukan kerja peraktek di perusahaan SPIJ karena karyawan di sana bisa di ajak kerja sama sehingga penulis bisa menambah wawasan dalam bidang kerja, dan penulis bisa menyusun hasil kerja peraktek.
Pada intinya sitem kontrak itu tujuannya untuk mengatasi permasalahan sistem kerja kontrak yang perlu pembenahan regulasi yang mementingkan kedua pihak dan terutama perubahan paradigma bisnis modern, dengan sistem pengawas yang indipenden tanpa melanggar standar perburuhan internasional
Perusahaan di Indonesia pada umumnya tidak mau mengangkat karyawan kontrak menjadi tetap, dengan dukungan kedudukan buruh yang sangat lemah dan mudah ‘dibuang’ oleh perusahaan jika tenaga buruh sudah lemah. Akibatnya selama bertahun-tahun bekerja, status mereka tetap buruh kontrak

Sistem kontrak kerja menunjukkan bahwa pengusaha di Indonesia masih menggunakan teori bisnis klasik yang sudah tidak dipakai lagi di Negara maju, bahwa buruh hanya sekedar sarana produksi, sama nilainya dengan mesin pabrik dan alat penunjang pabrik yang lain. Dengan perspektif ketenagakerjaan yang semakin modern, sistem kerja kontrak yang tidak manusiawi tidak dapat dipertahankan lagi jika perusahaan ingin maju dan berkembang. Dari perspektif itulah, sistem kontrak kerja di perusahaan Indonesia perlu dikaji ulang

Realitas yang ada dilapangan menunjukkan semakin meluasnya pola kontrak ini hingga masuk kesegala sektor. Untuk tetap terus dipakai oleh pemberi kerja, maka buruh harus menunjukkan perilaku yang “manis” dan produktif. Kalau tidak, maka ia harus rela angkat kaki dari tempat kerjanya dengan pesangon sebesar setahun terakhir mereka dikontrak. Gejala demikian kalau tidak dicermati, dikritisi dan disikapi maka yang terjadi adalah bahwa seolah tidak ada yang salah dengan sistem ini dan semua menganggap penerapannya adalah baik-baik saja dan wajar. Ini adalah situasi yang berbahaya dan harus ada upaya aktif perlawanan dari segenap elemen buruh untuk mengeliminir trend perangkap sistem kontrak kerja yang membelenggu, melemahkan bahkan membunuh buruh. Dan karena lemahnya posisi buruh, tentu saja intervensi Negara mutlak diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut.

Penyusunan perjanjian/kontrak kerja masih tetap menjadi topik kontroversial. Meskipun biasanya baik pengusaha maupun pekerja terlibat dalam penyusunan perjanjian/kontrak kerja, masih ada sejumlah kasus dimana perjanjian/kontrak kerja ditetapkan oleh pihak pengusaha, sedangkan pengurus hanya membaca dan menyetujui isinya. Untuk meningkatkan hubungan industrial di masa yang akan datang, baik pengusaha maupun pekerja harus diberi kesempatan untuk ikut menyusun perjanjian kontrak kerja. Dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator, sangat penting bahwa pemerintah memberikan program pendidikan yang mengetengahkan manfaat yang diperoleh bila pengusaha dan pekerja bersama-sama menciptakan dan melaksanakan peraturan tempat kerja, juga bila perselisihan yang ada diselesaikan melalui perundingan.
Sistem kontrak / borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas dan lamanya peyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai “konsekuensi” bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian baik secara kuantitas, kualitas maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap dan /atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap
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